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PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PELAYANAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kera Dinas Pelayanan
Pajak:
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- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten*

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19?4 téntang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999:

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah” diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000

. Undang-Undang Nomar 19 Tahun 1997 tentang Penagihan F’aja.k Dengan

Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000: o

Undang-Undang Nofnor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

. Undang-Undana Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Pemndang-undangan;

]

ang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab K_euangan Negara:

sebagaimana telah beberapa kali diubah t '
Nomor 12 Tahun 2008:



16.

17.

18.

20.

27,

28.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia:

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pernerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: -

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeiolaan Uang
Megara/Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir:

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar
endaraan Bermotor:

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang ‘Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor_'; - |

Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan:

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel;
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran:

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentan

Pajak Pengambilan Air
Bawah Tanah dan Ajr F’el‘mukaan;l e ¢



29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame:

30. Peraturan Daerah Nomor 5§ Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan
Daerah;:

31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
MEMUTUSKAN:
etapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
' P=LAYANAN PAJAK.
BAB | __
KETENTUAN UMUM
Fasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan perangkat daerah sebagai unsur
periyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus 'bukota Jakarta.

&P

4. Sekretaris Daerah adalal Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
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xedudukannya ditetapkan sebaqai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
sekaligus sebagai Bendzhara Umum Daerah disingkat BUD

7. Dinas Pelayanan Pajak yang juga disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. oL

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. _—

10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seriby
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seriby Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
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16.

17,

(1)

(2)

(3)

rangka pengawasan kepatuhan perncnuhan

Suku Dinas Pelayanan Pajak yang juga disebut Suku Dinas adalah Suku
Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

Kepala Suku Dinas adaiah Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota
Administrasi.

Pajak Daerah adalah luran wajib yang dilakukan cleh crang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untux membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan pembangunan daerah.

Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak Daerah adalah Serangkaian proses
administrasi dan pencatatan data waijib pajak.

Pemeriksaan Pajak Daerah adalah Serangkaian proses untuk mencari.
mengumpuikan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam

kewajiban perpajakan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penagihan Pajak Daerah adalah Serangkaian proses dar  mulai

penyampaian surat {eguran sampai dengan pelelangan sesuai dengan
ketentuan peraturan: perundang-undangan.

Penetapan Pajak Daerah ada'ah Serangkaian proses penghitungan
besamya pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah adalah Serangkaian proses
pengujian pelaksanaan ketentua-i peraturan. perundang-undangan akibat
dari adanya perselisihan besar pajak dengan wajib pajak.

BAB ||
KEDUDUKAN, TUGAS. DAN FUNGSI
Pasal 2

Dinas Pelayanan Pajak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di
bidang pelayanan pajak daerah.

Dinas Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melaly;
Sekretaris Daerah.

Dinas Pelayanan Pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Kepala BPKD selaku PPKD dan BUD.

Pasal 3

Dinas Pelayanan Pajak

mempunyai tugas melaks-anakan pelayanan pajak
dgaerah. |

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Pelayanan Pejak mempunyai fungsi : |

d. penyusunan dan pelaksanaan
Pelayanan Pajak:

D. perurnusan kKebijakan
daerah;

C. pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah:

rencana kerja dan anggaran Dinas

‘teknis pelaksanaan tugas pelayanan pajak
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pemeriksaan pajak daerah;

penetapan pajak daerah:

penagihan pajak daerah: _

penyelesaian sengketa pajak daerah:

penggalian dan pengernbangan potensi pajak daerah:

penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan sarana
pelayanan pajak daerah:

pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pelayanan
pajak daerah:
penegaxan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah:

penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja pelayanan pajak;

. pemberian dukungan teknis dan administratif kepada masyarakat;

pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan
Dinas Pelayanan Pajak; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
BAR i
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak, sebagai berikut :

d.

D.

C.

Kepala Dinas:
Sekretariat, terdiri dari :

Subbagian Umum:

Subbagian Kepegawaian:
Subbagian Program dan Anggaran;
Subbagian Keuangan.

-l ol e

Bidang Perenca__naan dan Pengembangan Pajak Daerah. terdiri dari -

1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah:

2. Seksi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah:
3. Seksi Pengemb_angan Metode Pajak Daerah.

. Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah, terdiri dari : -

1. Seksi Infrastruktur Informasi Pajak Daerah:
2.- Seksi Data Informasi Pajak Daerah;
3. Seksi Sistem Aplikasi Pajak Daerah.

. Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah, terdiri dari

1. Seksi Peraturan Pajak Daerah: |
2. Seksi Keberatan dan Banding Pajak Daerah:
3. Seksi Penyuluhan Pajak Daerah.
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f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri dari
1. Seksi Pengendalian Pajak Daerah:
2. Seksl Pembinaan dan Pengawasan Kinerja:
3. Seksi Kerjasama Pajak Daerah.

g. Suku Dinas Pelayanan Pajak;

h. Unit Pelaksana Teknis: -

.. Kelompok Jabatan Fungsional. |

) Bagan susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubemur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

| Kepala Dinas merapunyai tugas :

cl.

:‘.'.')

memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3:

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang, Suku

Dinas Pelayanan Pajak, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan
fungsional: -

melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan satuan kerja perangkat
daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta,
dalam rargka pelaksanaan {ugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak:

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fLingsi

Dinas Pelayanan Pajak.

Bagién Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat merupakan unit kerja staf Dinas Pelayanan Pajak.

(Z2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Pelayanan Pajak.
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(3)

Untuk melaksanakan tugjas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyal fungsi: - | -

4. penyusunan rencana keria dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) sekretariat:

D. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sekretariat:

C. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dinas:

d. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
cokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dinas:

€. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang dinas;

f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis
pelayanan pajak; .

g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan upacara dinas:

1. pelaksanaan surat menyurat dan kKearsipan dinas:

.. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acarz dinas;

J. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dinas:

K. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi sekretariat:

. pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan, kKinerja, kegiatan dan
akuntabilitas) dinas:

M. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi
sekretariat: |

Nn. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
sekretariat. |

Pasal 8

Subbagian Umum merupakan satuan kerja sekretariat dalam pelaksanaan
administrasi umum Dinas Pelayanan Pajak.

Subbagian Umum dipimpin oleh Secrang Kepala Subbagizn yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Urnurﬁ mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya:

D. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat
sesual dengan lingkup tugasnya;

C. melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan antara lain
meliputi penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, stempel,
pendistribusian dan pengintman surat serta penyimpanan, penelusuran
dan pemeliharaan arsip; - o

d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan
dan ketertiban kantor:

melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan

sarana kerja seperti bangunan gedung dan periengkapan/peralatan/

inventaris kantor: o

f. melaksanakan kegiatzan proses Pembangunan bangunan gedung kantor
dinas dan pengadaan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor;

g. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan dan Perpustakaan
dinas:

melaksanakan upacara dan pengaturan acara dinas:

5'!1
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menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan inventaris/
peralatan/perlengkapan kerja dinas; .
menenma, menyimpan dan mendistribusikan periengkapan/peralatan/
inveritaris kantor dinas;

melaksanakan koordinasi penghapusan barang; -
menyampaikan pencatatan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian
dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk
dibukukan; |

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak

daerah yang terkait dengan administrasi umum dinas;
menyiapkan bahan laporan sekretariat yang terkait dengan tugas
Subbagian Umum:

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Umum.

Pasal 9

(1) Subbagian KEpegawaian merupakan satuan kerja sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak.

(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

d.

(1) Subbagian Program d
dalam pelaksanaan tug

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan dokumen pelzksanaan anggaran (DPA) Sekretariat
sesual dengan lingkup tugasnya: -

melaxksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi,
pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai:

. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan,

dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai:

melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargzan, kenaikan
pangkat, cuti, dan pensiun pegawai

menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan.
dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan;

menghimpun, mengolah, menyajikan, dan memelihara data, informasi
dan dokumen kepegawaiar, ‘termasuk daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai:

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak

daerah yang terkait dengan pengelolaan kepegawaian:

menyiapkan bahan laporan sekretariat yang berkaitan dengan tugas
Subbagizn Kepegawaian: |

melaporkan dan  mempertanggurigjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

an Anggaran merupakan satuan kerja sekretariat
as program dan anggaran Dinas Pelayanan Pajak.
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(2) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas :

d.

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat
sesual dengan lingkup tugasnya:

menghimpun bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA)
dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dinas;

. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dinas;

menerima, menelitimenguji dan memproses permohonan nenerbitan/ .
pencetakan surat perintah membayar (SPM):

melakukan verifikasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran:

g. memberikan bimbingan dan konsuitasi teknis penyusunan rencana kerja

dan anggaran (RKA), dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dan
laporan (kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) terhadap unit kerja dinas:
menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan, dan
akuntabilitas dinas: |

mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan program dan anggaran;

mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, Kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Sekretariat:

menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas
Subbagian Program dan Anggaran: |

. melaporkarn dan mempertanggungjawabkuﬁ pelaksanaan tugas Subbagian

Program dan Anggaran.

Pasal 11

(1) Subbagian Keuangan merupakan satuan kerja sekretariat dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan Dinas Pelayanan Pajak.

(2)

(3)

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dar, oertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a.

a o

menyusun bahan rencana kéda dan anggaran (RKA) dan dokumen

pelaksanaarn anggaran (DPA) Sekretariat “sesuai dengan lingkup
tugasnya:

. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat

sesual dengan lingkup tugasnya:
melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dinas;

. menerirna, meneliti, dan memproses surat permintaan pembayaran

(SPP) yang diajukan bendahara:

melakukan, menelit/menguiji kelengkapan persyaratan

tagihan
pengeluaran belanja dinas:
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f. menghimpun dan manyusun bahan pertanggungjawaban keuangan
dinas: | |

menghimpun bahan dan menyusun laporan Keuangan (realisasi

anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan) dinas:

. melaksanakan analisis nilai dan manfaat aset dinas:

mencatat, membukukan, dan mengakuntansikan aset dinas:

memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan

bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja dinas;

k. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis

kepada bendahara: -

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dinas;

. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat: _.
menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas
Subbagian Keuangan; |

0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Keuangan.

e candlc o {g:‘.'
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Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerzah
Pasal 12

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah merupakan unit

Kerja lini Dinas Pelayanan Pajak "dalam pelaksanaan perencanaan dan
pengembangan pajak daerah.

(2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah dipimpin oleh

(1)

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas. - '

Pasal 13

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan penenmaan dan merumuskan metode
pelayanan serta menggali potensi pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

4. penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah:

b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Pajak Daerah: b rpe B

Penyusunan rencana penerimaan pajak daerah:;
Penyusunan rencana strategis Dinas Pelayanan Pajak;
pelaksanaan penelitian potensi pajak daerah:
Penyusunan peta potensi pajak daerah: |
Penyusunan rencana pengembangan pajak daerah;
pelaksanaan evaluasi metode pelayanan pajak daerah:

Penyusunan rencana pengembangan metode pelayanan pajak daerah:
penyusunan bahan kebijakan teknis pel '

berkaitan dengan peréncanaan dan pengembangan pajak daerah:

Q™ ap
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penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah: |
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah.

Fasa! 14

Seksi Perencanaan Pajak Daerah merupakan satuan kerja Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah dalam pelaksanaan
perencanaan pajak daerah.

Seksi Perencanaan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukar di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah.

Seksi Perencanaan Pajak Daera'h'rnempunya‘i tugas :

d.

<

.

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan dokumen pelaksanzan anggaran (DPA) Bidang

Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya; |

pajak daerah:

- Menyusun rencana penerimaan jangka panjang, menengah dan

tahunan pajak daerah dengan berkoordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Dinas Pelayanan Pajak;

menghimpun bahan dan meryusun rencana strategis Dinas Pelayanan
Pajak berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas Pelayanan
Pajak;

melaksanakan evaluasi dan kaiian ternadap rencana penerimaan pajak

4

daerah dan rencana strategis Dinas Pelayanan Pajak:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan perencanaan pajak daerah:
mengoordinasikan peryusunan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan Bidang Perencanazan dan FPengembangan
Pajak Daerah:

mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pajak Daerah: B -
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak
Daerah; |

menyiapkan bahan laporan Bidang Perencanaan dan FPengembangan
Pajak Daerah yang terkait dengan tugas Seksi Perencanaan Pajak
Daerah; ~ B

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Perencanaan Pajak Daerah. -

Pasal 15

Seksi Perencanaan Fengembangan Potensi RPajak Daerah merupakan satuan

kerja Bidang Perencanaan dar Pengembangan Pajak Daerah dalam
pelaksana:an pPerencanaan pengembangan potensi pajak daerah.
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Seksi Perencanaan Pengembangan Potansi Pajak Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak
Daerah. | | |

Sekéi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah mempunyai
tugas : i s

4. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya:; '

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya;

C. menghimpun dan menganalisis data sebagai bahan perumusan
pengembangan potensi pajak daerah:

/¢ merumuskan metode proyeksi potensi pajak daerah:

) menghimpun, menyiapkan, dan merumuskan kebijakan dasar pengenaan,
sistem, dan besar tarif pajak daerah:

. melaksanakan penelitian pengembangan sumber-sumber pajak daerah:

g. menylapkan bahan perumusan kebijakan teknis peiayanan pajak
daerah yang terkait dengan perencanaan pengembangan potensi pajak
daerah; - ‘

h. ‘menyiapkan bahan laporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pajak Daerah yang terkait dengan tugas Seksi Perencanaan

Pengembangan Potensi Pajak Daerah;

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah. |

Pasal 16

Seksi Pengembangan Metode Pajak Daerah merupakan satuan kerja Bidang

FPerencanazan dan Pengembangan Pajak Daerah dalam pelaksanaan
pengembangan metode pajak daerah.

Seksi Pengembangan Metode Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah.

Seksi Pengembangan Metode Pajak Daerah mempunyai-tugas :

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dar dokumen
pelaksanzan anggaran (DPA) Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya:

D. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daersh sesuzi dengan lingkup

tugasnya; |

melakukan kajian dan merumuskan pedoman dan prosedur teknis

pelayanan pajak daerah: |

d. melakukan kajian dan merumuskan standar sarana, formulir, blanko,
kartu, dan dokumen perpajakan daerah:

€. mengkaji, merumuskan dan mengembangkan modul pendidikan aan
pelatihan teknis perpajakan daerah;

&2

1k kewenangan
administrasi dan pelayanan pajak daerah: , .
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g. melakukan penyusunan analisis jabatan organisasi Dinas Pelayanan

Pajak; |

h. melaksanakan evaluasi terhadap metode pelayanan pajak daerah; |
.. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak

daerah yang terkait dengan pengembangan metode pajak daerah;

j. menyiapkan bahan laporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pajak Daerah yang terkait dengan tugas Seksi Pengembangan Metode
Pajak Daerah:

K. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Metode Pajak Daerah.

Bagian Kelima
Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah

[Pasal 17

Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah merupakan unit kerja lini Dinas

Pelayanan Pajak di bidang pengeloiaan sistem informasi pelayanan pajak
daerah.

Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. |

Pasal 18

Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan sisten informasi pelayanan pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja  dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaar, anggaran (DPA) Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah:

D. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Sistem
Informasi Pajak Daerah:

C. perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan. dan
pengoperasian infrastruktur sistem informasi pelayanan pajak daerah:

d. penatausahaan,” perencanaan, pengendalian, pengamanan serta
akurasi data/informasi pelayanan pajak daerah: '

©. perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan
pengoperasian sistem aplikasi informasi pelayanan pajak daerah: |

f. pengevaluasian sistem informasi pelayanan pajak daerah;

g. pengolahan, penyajian, dan pendistibusian data dan informasi
penerimaan pajak daerat;

h. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang
berkaitan dengan sistem informas; pajak daerah:

.. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi
Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah;

J. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah.
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Pasal 19

'

(1) Seksi Infrastruktur Informasi Pajak Daerah merupakan satuan kKerja Bidang
Sistern Informasi Pajak Daerah dalam pelaksanaan pengembangan
Infrastruktur informasi pajak daerah.

(2) Seksi Infrastruktur Informasi Pajak Daerah dipimpin olei seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah. |

| (3) Seksi Infrastruktur Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas :

4. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya:

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Sistem
Informasi Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. merencanakan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras sisteq
informasi pajak daerzh: ‘

d. mengusulkan pengadaan perangkat Iunak dan perangkat keras sistem y
informasi pajak daerah:

e. melakukan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, unit
kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta tema}/
untuk pengembangan sistem informasi pajak daerah:

f. melaksanakan evaluasi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras

sistem informasi pajak daerah: 4
g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemasangan,,
pemeliharaan dan pengembangan sistem Jaringan komunikasi:

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan infrastruktur informasi pajak daerah:

. menyiapkan bahan laporan Bidang Sistem Informasi Pajak Daersh yang
terkait dengan tugas Seksi Infrastruktur Informasi Pajak Daerah; .

J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Infrastruktur Informasi Pajak Daerah. |

Pasal 20
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(1) Seksi Data Informasi Pajak Daerzah merupakan satuan kerja Bidang Sistem

Informasi Pajak Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan data informasi
pajak daerah. | |

(2) Seksi Data Informasi Pajak Daera'h*'dipirnpin oleh seorang Kepala Seks;

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah.

| (3) Seksi Data Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas:

| ij menyusun bahan rencana kera dan anggaran (RKA) dan dokumen
' pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah
| sesuai dengan lingkup fugasnya;

| @rnelaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Sistem
Informasi Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

C.\ mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Sistem Informasi Pajak
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/_{g_& melaksanakan penatausahaan Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah: \/

, Menyusun dan mengevaluasi bentuk formulir dan/atau format l2poran
pengelolaan data informasi pajak daerah:

melaksaakan pengendalian dan Pe€ngamanan basis data informasi /
pajak daerah: 2

perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka
akurasi data informasi pajak daerah:
; menyajikan dan mendistribusikan data informasi penerimaan pajak
daerah dan datg lainnya terkait dengan administrasi perpajakan daerah;
. menyiapkan bzhan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak

/
/
@. melakukan koordinagsi dengan satuan kerja perangkat daerah. unit kerja /

=~ daerah yang terkait dengan data inforrnasi pajak daerah: /
J

Jiengoordinasikan penyusunan kebijakan  teknis pelayanan pajak
daemait dengan Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah:

K. mengoordinasikan Penyusuran laporan (keuangan, Kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah:

. menyiapkan bahan laporan Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah yang
terkait dengan tugas Seksi Data Infonnmasi Pajak Daerah:

M. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Data Informasi Pajak Daerah.

Seksi Sistem Aplikasi Pajak Dacrah mempunyai tugas :

4. menyusun bahan rencana Kerja,_dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) 3idang Sistem Informasi Pajak Daersh
sesuai dengan lingkup tugasnya:

D. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Sistem
Informasi Pajak Daerah sesyai dengan lingkup tugasnya:

C. menghimpun permasalahan sistem informasi Pajak daerah dan
menindaklanjuti penyelesaiannya:

d. melakukan penerbitan dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD):; <

f. melakukan analisis dan evaluasi dalam rangka pembangunan dan
pengembangan sistem aplikasi komputerisasi pajak daerah:

g. melakukan koordinasi integrasi sistem Peémungutan pajak daerah
dengan unit kerja dinas; o

h. melakukan pPemasangan dan Pemeliharaan sistem aplikasi pajak
daerah: | -
. melakukan monitoring sistem aplikasi pajak daerah:

;- melakukan pPenyiapan petugas untuk Peéngoperasian sistem aplikasi
pajak daerah:

K. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan aplikasi sistem informasi pajak daerah;

. menyiapkan bahan laporan Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah yang
terkait der.gan tugas Seks; Sistem Aplikasi Pajak Daerah:
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Bagian Keenam
Bidang Peraturan dan.Penyuluhan Pajak Daerah

Pasai 22

Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah merupakan unit kerja lini
Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan perumusan peraturan dan
penyuluhan pajak daerah.

Bidang Peraiuran dar Penyuluhan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang bherkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah mempunyai tugas
melaksanakan perumusan sebagai bahan penyusunan peraturan dan
penyuluhan pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimansz dimaksud pada ayat (1) Bidang
Peraturan'dan Penyuluhan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana - kefja dan angygaran (RKC\) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak
Daerah;

pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Peraturan

dan Penyuluhan Pajak Daeralh:

penyiapan bahan perumusan peraturan pajak daerah:

pelaksanaan perumusan peraturan pajek daerah:

pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan pajak daerah;

penyiapan bahan evaiuasi peraturan najak daerah:

pengoordinasian pelaksanaan evaluasi peraturan pajak daerah:

penerimaan permohonan/pengajuan pengurangan, sanksi administrasi,

keberatan dan/atau banding pajak daerah:

pelaksanaan penanganan dan/atau penyelesaian proses pengurangan,

sanksi administrasi, keberatan dan/atau banding pajak daerah:

j. penyelenggaraan penyuluhan pajak daerah:

K. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang
berkaitan dengan peraturan dan penyuluhan pajak daerzah:

. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi
Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah:

M. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah.

=
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Pasa|24

Seksi Peraturar Pajak Daerah merupakan satuan kerja Bidang Peraturan

dan Penyuluhan Pajak Daerah dalam pelaksanaan perumusan peraturan
pajak daerah.

Seksi Peraturan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sekéi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Bidang
Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah.
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(3) Seksi Peraturan Pajak Daerah mempunyai tugas:

-l

d.

Seksi Keberatan dan Banding

menyusun bahan rencana ketja dan anggaran (RKA) dan dokumﬁen
pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; |
melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Peraturan dan 'Penyuluhan Pajak Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

mengoordinasikan penyusunan rencana Kerja dan anggaran (RKA)
Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah:

. melaksanakan penatausahaan Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak

Daerah:

menghimpun dan mendokumentasikan 'serta mengelola kepustakaan
perundang-undangan yang terkait dengan pajak daerah;

menyiapkan bahan evaluasi (erhadap peraturan perundang-undangan
daerah di bidang pajak daerah:

menylapkan bahan perurnu,sér{ peraturan perundang-undangan di
bidang pajak daerah:

., melakukan  koordinasi  perumusan. penyusunan, pembahasan,

penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan di

'bidang pajak daerah:

menyliapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkzait dengan peraturan pajak daerah:

mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak
Daerah; ,

mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akun«abilitas) Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah:

menyiapkan bahan laporan Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak
Daerah yang terkait dengan Seksi Peraturan Pajak Daerah:

. melaporkan dan mempenanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Peraturan Pajak Daerah.

Pasal 25

Pajak Daerah merupakan satuan kerja

Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah dalam pelaksanaan
pelayanan keberatan dan banding pajak daerah.

Daerah sesuai dengan Iingkub tugasnya:

melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah
tugasnya;

menenma, memproses. dan mengadrninistrasikan pengajuan
sanksi administrasi.

banding pajak daecrah

Bidang
sesuai dengan lingkup

dar pengurangan,
Keringanan, pembebasan, keberatan dan/atau

sesuai dengan kewenangannya;
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vd. mengadministrasikan keputusan mengenai pengurangan, san‘ksi
administrasi, keringanan, pembebasan, keberatan dan/atau banding
!.‘ pajak daerah; |
5 “e. mengadministrasikan gugatan, sanggahan dan/atau peninjauan kembali
pajak daerah: | | -
“ f. melaksanakan proses tirda" lanjut gugatan, sanggzhan dan/atau
peninjauan kembali pajak daerah; |
- g. menyiapkan surat uraian bancing atas permohonan keberatan pajak
daerah; |
~h. menerima, memproses, dan menyiapkan bahan penyelesaian sengketa
pajak daerah dari unit kerja dinas pslayanan pajak;
1. menghadiri persidangan penyeiesaian sengketa pajak daerah:
j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan keberatan dan banding pajak daerah:
k. menyiapkan bahan laporan Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak
| Daerah yang terkait dengan tugas Seksi Keberatan dan Banding Pajak
: Daerah;

. melaporkan dan memperntanggungjavabkan pelaksanaan tugas Seksi
Keberatan dan Banding Pajak Daerah.

Pasal 26

(1)  Seksi Penyuluhan Fajak Daerah merupakan satuan kerja Bidang Peraturan
dan Penyuluhan Pajak Daerah dalam pelaksanaan penyuluhan pajak.

(2)  Seksi Penyuluhan Pajak Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah.l

(3) Seksi Penyuluhan rPajak Daerah mempunyai tugas :

d. menyusun bahan rencana keria dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak

| Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang

; Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah sesua; dengan lingkup

| tugasnya;

C. mengocrdinasikan dan menyusun bahan Penyuluhan pajak daerah
Karya ilmiah, kertas kerja, makalah, naskah pidato dan sejenisnya yang
berkenaan dengan pelayanan perpajakan daerah; -

d. menyelenggarakan penyuluhan dan kegiatan sejenis dalam rangka

| meningkatkan pemahamar. dan partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak daerah: |

€. menenma dan mengurus Kunjungan studi banding dalam dan luar
negeri serta pelajar dan mahasiswa: ¢ =

f. melakukan pemantauan dan analisis terhadap informasi publi
berhubungan dengan tugas dan fungsi pelayanan pajak daerzh:

g. memfasilitasi akses publik baik oleh media massa dan masyarakat
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pajak daerah:

n. memberikan publikasi, penjelasan, keterangan, klarifikas: atau

tanggapan publik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
| pelayanan pajak daerah:

. melakukan bimbingan dan
Representative (AR);

K yang

_kansultas‘i kepada wajib pajak/Account
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J. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak

daerah yang terkait dengan penyuluhan pajak daerah:

K. menyiapkan bahan laporan Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak

Daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penyuluhan Pajak Daerah;

.. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Penyuluhan Pajak Daerah.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian dan Pembinaan
Pasal 27

Bidang Pengendalian dan Pembinaan merupakan unit kerja lini Dinas

Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan pajak
daerah.,

Bidang Pengendalian dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 28

Bidang Pengendalian dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan
pengendalian dan pembinaan pelayanan pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengendalian dan Pembinaan mempunyai fungsi:

4. penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Pengendalian dan Pembinaan:

D. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Pengendalian dan Pembinaan: |

C. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pendataan.
penetapan, penagihan, pemeriksaan, dan penyelesaian sengketa pajak:

d. pemberian masukan, pertimbangan atau rekomendas; pengambilan
keputusan teknis pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan,
penagihan, pemeriksaan, dan penyelesaian sengketa pajak daerah
berdasarkan hasil pengendalian dan perbinaan yang dilaksanakan:

€. penyusunan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis
dinas; | | -

f. pelaksanaan koordinasi dengan pemeriksa eksternal dan/atau aparat
pengawas internal pemerintah: *

g- penyusunan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem
pengendalian intemal dinas pelayanan pajak; |

h. pelaksanaan bimbingan, konsu'tasi. , dan supervisi  pendataan,
penetapan, pemeriksaan, dan penyelcsaian sengketa pajak kepada
pegawal dinas pelayanan pajak:

.. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pelayanan pajak daerah
tertentu; :

J. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah vang

berkaitan dengan pengendalian dan pembinaan pajak daerah:

K. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi
Bidang Pengendalian dan Pembinaan:

. pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengendalian dan Pembinaan. | )
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Pasal 29

(1) Seksi Pengendalian Pajak Daerah merupakan satuan kerjg Bida'ng
Pengendalian dan Pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian pajak
daerah.

(2) Seksi Pengendalian Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pengendaliars dan Pembinaan.

i
€
i

d.

il

*

Seksi Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas :

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Pengendalian dan Pembinaan
sesual dengan lingkup tugasnya:

. melaksanakan deckumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang

Pengendalian dan Pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
melakukan pengeridalian terhadap pelaksanaan Kegiatan pendataan,

penetapan, penagihan, perneriksaan. dan penyelesaian sengketa pajak
daerah:

. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran dan

penatausahaan, penetapan, penagihan, pemeriksaan, dan penyelesaian
sengketa pajak daerah:

merumuskan masukan, pertimbangan atau rekomendasi pengambilan
keputusan oleh kepala dinas terkait dengan pendataan, pendaftaran

dan penatausahaan, penetapan, penagihan, pemeriksaan. dan
penyelesaian sengketa pajak daerah:

melakukan analisa, evaluasi, dan rekonsiliasi data serta menyusun
estimasi pencapaian realisas;i penerimaan pajak daerah:

melakukan penyusunan. evaluasi, dan pengembangan sistem
pengendalian internal dinas pelayanan pajak;

. menerima dan memproses permohonan sebagai penyelenggaraan biro

reklame:

menerima dan 'memproses pengukuhan/penghapusan wajib pajak dan
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) berdasarkan usulan dar
suku dinas:

penyelesaian permohonan pengecualian kewajiban legalisasi PENggunaan
bon/bill; |

pelaksanaan penghimpunan, pengoordinasian, dan pengusulan
penghapusan piutang pajak daerah: |

menyiapkan bahan perumusar:. kebijakan teknis pelayanan pajak
dzerah yang terkait dengan pengendalian pajak daerah:

. menghimpun, mengoordinasikan, dan mengusulkan penghapusan

piutang pajak daerah:

. menyiapkan bahan laporan bidang pengendalian dan pembinaan:
. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi

pengendalian pajak daerah.
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(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja'dipimpin oleh seorang Kepala

Seksl yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Eidang Pengendalian dan Pembinaan.

(3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksariaan anggaran (DPA) bidarg pengendalian dan pembinaan

; sesuai dengan lingkup tugasnya; |

D. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) bidang
pengendalian dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya:

C. menghimpun bahan hasil analisa dan evaiuasi pelayanan pajak daerah,
penerimaan pajak daerah dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan:

d. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta rencana strategis Dinas Pelayanan Pajak;

e. melakukan koordinasi dalam pengnimpunan data piutang pajak sebagai
bahan penyusunan neraca di Dinas Pelayanan Pajak: |

f. meiakukan bimbingan dan konsultasi teknis kepada petugas pendataan,
pendaftaran dan penatausahaan, penetapan, pemeriksaan dan
penyelesaian sengketa pajak kepada pegawai Dinas Pelayanan Pajak;

g. melaksanakan supervisi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan
pendataan, pendaftaran dan penatausahaan, penetapan, pemeriksaan
dan penyelesaiar. sengketa pajak daerah oleh pegawaij dinas; .

h. melakukan pendampingan atas pemeriksaan oleh pemeriksa ekstermnal
dan/atau aparat pengawas internal pemerintah;

.. melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh
pemeriksa eksternal dan/atauy aparat pengawas internal pemerintah:;

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkzit dengan pernbinaan dan pengawasan kinerja:

K. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengendalian dan Pembinaan yang
berkaitan dengan Seksi Pemi:inaan dan Pengawasan Kinerja;

. melaporkan dan mempértanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seks;
Pembinaan dan Pengawasan Kinerja. |

(2) Seksi Kerjasama Pajak Daerah dipimpin oleh seorang K

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengendalian dan Pembinaan. -

(3)  Seksi Kerjasama Pajak Daerah mempunyai tugas =

d. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaks:anaan anggaran (DPA) Bidang Pengendalian dan Pembinaan
Sesual dengan lingkup tugasnva:

0. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
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€. menylapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan
pembinaan pajak daerah yang terkait dengan kerja sama pajak daerah:

f. melakukan kerjasama peningkatan pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (EBN-KB),
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Penerangan
Jalan (PPJ), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan (PPPABT-AP) dan pajak daerah lainnya;

g. melakukan kerjasama intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Rermotor (BBN-KB),
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Penerangan
Jalan (P2J), Pajak Pengambiian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan (PFPABT-AP) dan pajak daerah lainnya;

h. melakukan  pemantauan, pengadministrasian dan  koordinasi
intensifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
(PPPABT-AP) dan pajak daerah laininya;

.. melakukan koordinasi dan kerja sama pengembangan sistem administrasi
manunggal di bawah satu atap (SAMSAT); |

j. mengoordinasikan proses perizinan peryelenggaraan reklarme tertentu;

k. melakukan kerja sama penagihan pajak dan penegakan peraturan
perpajakan dengan satuan kerja perangkat daerah. unit kerja perangkat
daerah dan/atau instansi pemerintah terkait;

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan kerja sama pajak daerah:

M. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan Bidang Pengendalian dan Pembinaan:

n. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Bidang Pengendalian dan Pembinaan:

0. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengendalian dan Pembinaan yang
- terkait dengan Seksi Kerjasama Pajak Daerah;

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugais Seksi
Keriasama Pajak Daerah. |

Bagian Kedelapan
Suku Dinas Pelayanan Pajak
[Pasal 32

Suku Dinas Pelayanan Pajak merupakan unit kerja Dinas Pelayanan Pajak

pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak
daerah. |

Dalam mernimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas, Kepala Suku Dinas dikoordinasikan oleh Walikota.
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(2) Suku dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Pusat;
Suku Dinas Pelayanan Pajak 1| Jakarta Pusat:
Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Selatan;
Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan;
Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Barat;
Suku Dinas Pelayanan Pajak Il Jakarta Barat:
Suku Dinas Pelayanar Pajak | Jakarta Utara;
Suku Dinas Pelayanan Pajak Il Jakarta Utara;
Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Timur;
Suku Dinas Pelayanan Pajak If Jakarta Timur.

eSO Sp a0 o

—
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Pembagian wilayah ‘kerja_ Suk.' Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut.

a. Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Pusat dengan wilayah kerja
meliputi :

1. Kecamatan Tanah Abang;
2. Kecamatan Menteng:;
3. Kecamatan Senen:

4, Kecamatan Johar Baru.

0. Suku Dinas Pelayanan Pajak Il Jakarta Pusat dengan wilayah kerja
meliputi : |

1. Kecamatan Cempaka Futih;
2. Kecamatan Kemayoran:;

3. Kecamatan Sawah Besar
4. Kecamatan Gambir.

C. Suku Dinas Pelayanan Paj

ak | Jakarta Selatan dengan Mlayah kerja
meliputi :

1. Kecamatan Mampang Prapatan:
2. Kecamatan Kebayorar Banu;

3. Kecamatan Kebayoran LL.ama:

4. Kecamatan Cilandak;

5. Kecamatan Pesanggrahan.

d. Suku Dinas Pelayanan Pajak Il Jakarta
meliputi :

Selatan dengan wilayah kerja
1. Kecamatan Setiabudi:

2. Kecamatan Tebet:

3. Kecamatan Pancoran:;

4. Kecamatan Pasar Minggu:

S. Kecamatan Jagakarsa.

1. Kecamatan Tamansari:
2. Kecamatan Tambora:
3. Kecamatan Cengkareng;
4. Kecamatan Kaiideres,
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f. Suku Dinas Pelayanan Pajzk Il Jakarta Barat dengan wilayahl kerja
meliputi : |
1. Kecamatan Palmerah:
2. Kecamatan Grogol Petamiuran:
3. Kecamatan Kebon Jeruk:
4. Kecamatan Kembangan.

1. Kecamatan Tanjung Priok:
2. Kecamatan Padermangan:
3. Kecamatan Penjaringan.

. Suku Dinas Pelayanan Pajak Il Jakarta Utara dengan wilayah kerja
meliputi :

1. Kecamatan Kelapa (Gading;
2. Kecamatan_ Koja;
3. Kecamatan Cilincing;

4. Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

.. Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Timur dengan wilayah kerja
meliputi :

1. Kecamatan Kramat Jati:
2. Kecamatan Pasar Rebo:
3. Kecamatan Makasar:

4. Kecarnatan Cipayung:
5. Kecamatan Ciracas.

J. Suku Dinas Pelzyanan Pajak Il Jakarta Timur dengan wilayah kerja
meliputi :

. Kecamatan Matraman:

. Kecamatan Jatinegara:
Kecamatan Pulogadung;
Kecamatan Cakung:
Kecamatan Duren Sawit.

FY e O 1) =

(4) Dalam hal terjadi pengembangan wilayah Kecamatan, maka wilayah kerja
Suku Dinas Pelayanan Pajak mengacu pada kecamatan induk.

(1) Suku Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan pajak di wilayah Kota Administrasi

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimanz dimakeud pada ayat (1) Suku
Dinas Pelayanan Pajak, mempunyai fungsi ;

4. penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) Suku Dinas Pelayanan Pajak;
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melaksanakan dokumen pelaksanaan' anggaran (DPA) Suku Dinas
Pelayanzn Pajak;

pelayanan pemberian informasi dan pendaftaran wajib pajak:
pendataan dan penatausahaan wajib pajak:
pemantauan penerimaan pembayaran pajak daerah:; | )
penetapan jumlah kewajiban pajak daerah yang harus dibayar wajib
ajak; | |
7q. gejnagihan pembayaran kewajiban pajak daerah yang harus dibayar
wajib pajak; | |
h. penyelesaian sengketa pajak daerah:

.. pelaksanaan koordinasi pelayanan pajak daerah pada lingkup kota
administrasi/kabupaten administrasi:

J. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang

berkaitan dengan pelayanan pajak pada kota administrasi/kabupaten
administrasi;

%. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas;

. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan suku |
dinas;

m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara suku dinas
pelayanan pajak; |

n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas:

0. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi
Suku Dinas Pelayanan Pajak:

P. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Pelayanan Pajak. -

o a0

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, antara lain meliputi
laporan keuangan, Kinerja, akuntabilitas dan pelaksanaan kegiatan
disampaikan kepada kepala dinas secara berkala (bulanan, triwulan.

semester atau tahunan) atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan
tembusan kepada Walikota, dan khusus untuk Suku Dinas Pelayanan
Pajak Il Jakarta Utara juga dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 35

Susunan organisas;i Suku Dinas Pelayanan Pajak'terdiri dan :

. Kepala Suku Dinas:

Subbagian Tata Usaha:

Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak;
Seksi Penetapan Pajak:

Seksi Penagihan Pajak:

Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak;
Subkelompok Jabatan Fungsionai.

(o Pl (o M5 I o oF -

Pasal- 36

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengeordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi suku dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok
jabatan fungsional: |
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C. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
Gaerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta,
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas: |

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi -
suku dinas.

Pasal 37

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Pelayanan
Pajak dalam pelaksanaan administrasi suku dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

4. menyusun bahan rencana kerja dzn anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; ,

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA)
dan dokumen pelaksanaar anggaran (DPA) suku dinas:

d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas: |

€. melaksanakan pengelolaan kepegawaian:

f. melaksariakan pengelolaan keuangan dan barang;

3. melaksanakan Surat-menyurat dan kearsipan:

h

. melaksanakan penyediaan pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja suku dinas;

I. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban Kantor;

J.  melaksanakan upacara dinas, pengaturan acara dan publikasi kegiatan
suku dinas;

K. melaksanakan pengeiclaan ruang rapat suku dinas;

. melaksanakan impilementasi sistem aplikasi komputerisasi pelayanan
pajak daerah: |

m. melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem aplikasi komputerisasi
pelayanan pajak daerah, - :

n. memberikan pelayanan penyuluhan terhadap wajib pajak:;

O. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak

daerah yang . terkaijt dengan pelayanan pajak pada kota
administrasi/kabupaten administrasi:

. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kKinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) suku dinas:

Q. menyiapkan bahan'laporan suky dinas terkait dengan tugas Subbagian
Tata Usaha:

. melaporkan dan Mmempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha | |

-

Pasal 38

(1) Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak merupakan satuan kerja linj

Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pendaftaran dan
Penatausahaan pajak daerah.
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Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.

Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana kera dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas
sesuei dengan lingkup tugasnya:

C. menerima, meneliti, dan menatausahakan permohonan pendaftaran
wajib pajak; |

d. melaksanakan pendataan dan pengawasan wajib pajak; -

€. menyusun buku induk pajak daerah pada lingkup kota administrasi/
kabupaten administrasi

f.  menerbitkan, mengadministrasikan dan mendistribusikan Surat Ketetapan
Pajak .Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

g. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk jenis pajak
daerah yang pajaknya ditetapkan;

h. menerima dan memproses perizinan tertentu di bidang pajak daerah:

. mengusulkan penertitan, pencabutan dan penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

J.  menatausahakan dan melaksanakar legalisasi peneng pajak reklcme;

<. menyusun laporan jumiah ketetapan, pembayaran, turiggakan dan
penagihan pajak daerah; | |

. menyiapkan bahan perumcsan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah terkait dengan tugas Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan
Pajak; g

m. menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi
Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak:

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak.

Pasal 39

Seksi Penetapan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan
Pajak dalam pelaksanaan penetapan pajak daerah.

Seksi  Penetapan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkeduduken di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas. et g |

Seksi Penetapan Pajak mempunyai tugas :

d. menyusun bahan rencana kera dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesua; dengan lingkup
tugasnvya; |

b. melaksanakzn dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya; |

. menghitung dan memperhitungkan pajak {erutang
risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang:
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menerima, mengadministrasikan dan mendistribusikan laporan " hasil
pemeriksaan (LHP) dan kertas keria pemeriksaan (KKP);
menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, tanda
masuk/karcis, dan dokumen lain yanyg dipersamakan:

. menyusun rencana penerimaan pajak daerah; | |
. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak

daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penetapan Pajak; |
menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi
Penetapan Pajak:

melaporkan dan imempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penetapan Pajak.

Pasal 40

(1) Seksi Penagihan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan
Pajak daiam pelaksanan penagihan pajak.

Seksi Penagihan Pajak dioimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas. ~ |

Seksi Penagihan F’_ajak m-empunyai_rtugas ;

d.

= s

‘—- .

K.

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuaij dengan lingkup
fugasnya;

melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

melakukan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD);

. menerima dan memproses permohonan perpanjangan  waktu

penyarnpaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD);

menernma dan, memproses pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPtPD)

menerpitkan Surat Tagihan Pajak Dacrah (STPD);
melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran pajak daerah:

. melakukan penagihan pajak dengan surat paksa:

membuat daftar himpunan pembayaran dan piutang pajak daerah:

menyusun daftar piutang yang tidak dapat ditagih dan yang akan
dihapuskan:

menyusun laporan jumlah ketetapan, pembayaran, tunggakan dan
penagihan pajak daerah: |

membuat salinan surat ketetapan pajak daerah:

. menerima dan memproses pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran pajak daerah:

memproses dan mengadministrasikan pemberian kompensasi. restitusi
dan pemindahbukuan: S |

membuat usulan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan:

. melakukan koordinasi dengan unit instansi terkait dalam rangka

penagihan pajak: |
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penagihan Pajak;

menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi
Penagihan Pajak: -

melaporkan dan mempertanggungjawabkan nelaksanaan tugas Seksi
Penagihan Pajak. | |



29

Pasal 41

(1) Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan satuan kerja lini Suku
Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak.

(2) Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas. |

(3) Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana hérja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA).suku dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; |

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya: -

C. menerim2, mengadministrasikan dan memproses permohonan
pengurangan sanksi administrasi (kenaikan, bunga, dan denda) pajak
daerah sesual dengan kewenangannya;

d. mengadministrasikan keputusan mengenai pengurangan sanksi
adrninistrasi (kenaikan, bunga, dan denda pajak daerah);

€. menerima dan memproses permohonan keberatan pajak;

mempersiapkan surat uraian banding atas permohonan keberatan pajak
daerah;

. membuat dan melaporkan risalah dan xeputusan keberatan:

- menenma dan memproses penyelesaian gugatan wajib pajak;
menerima dan memproses sanggahan dari wajib pajak;
menenma dan memproses permintaan peninjauan kembali:

K. melakukan proses pembetulan, pembatalan dan pengurangan
ketetapan pajak daerah:

menghadiri persidangan penyelesaian sengketa pajak:

M. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak
daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak;

n. menyiapkan bahan iaporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi
Penyelesaian Sengketa Pajak;

0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penyelesaian Sengketa Pajak. -

i o (& e

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 42

(1) Dinas Pelayanan Pajak dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk

melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk

melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas
Pelayanan Pajak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernbentukan, organisasi dan tata kerja

unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubermnur,
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Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Furigsional

(1) Dalam ra gka mengembangkan profesi/keahlian/knmpetensi ~ pejabat

(2) Kelompok Jabatan fungsional dan subkelompok ja_batan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketusg

(3) Ketus Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan

BAB |V

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pelayanan p

ajak waijib
taat dan berpedoman pada ketentuan perundang—-undarjga_n.

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suky Dinas, K
Pelaksana Teknis, Kenala Subbagian, Kepala Seksi, dan
Jabajan Furjgsional pada Dinas Pelayanan Pajak wajib mel

epala Unit
Ketua Kelompok
aksanakan tugas
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Pasal 47

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas.
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan

~ Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pelayanan Pajak wajib
memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan

petunjuk pelaksanaan {tugas, membina dan menilai kinerja bawahan
masing-masing.

(¢) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepaia Seksi. Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Pelayanan Pajak

wajib mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

repala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala 3idang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit
Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok
~abatan Fungsional pada Dinas Pelayanan Pajak wajib mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil

langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangari
dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasai 49

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis. Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua
Ke!g:mpok Jabatan Fungsionzl dan pegawai pada Dinas Pelayanan Pajak
wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada

atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. -

(2) Atasgn yang meneﬁma' laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memndalg!anjutl dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- Pasal 50

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Org
pembinaan kelemba
Pelayanan Paiak.

anisasi dan Tatalaksana melaksanakan
gaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Dinas

e
o
¥

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan

dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dengan
peraturan Gubemur, . -

BAS 'V

KEPEGAWAIAN
Pasal 51

(1) Pegawai negeri sipil pada

Dinas Pelayanan Pajak merupak: ‘
Negeri Sipil Daerah. | Y J pakan Pegawai
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(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
kepegawaian negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Dinas Pelayanan Pajak

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian
Daerah dan Biro. Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI

KEUANGAN

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan
Negara/Daerah.

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Diﬁas
Pelayanan Pajak merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaal pendapatan sebagaimana dimaksud pada
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

keuangan negara/daerah dan
- perpajakan daerah.

ayat (1)
peraturan perundang-undangan
ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

ASET

Pasa! 54
(1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas =

dan sarana kerja merupakan aset dae
yang tidak dipisahkan.

elayanan Pajak sebagai prasarana
rah dengan status kekayaan daerah

(2) Pengelolaan aset atau Prasarana can sarana kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 55
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(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
diiaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD sekaligus
sebagai BUD untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VI .
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 56

(1) Dinas Pelayanan Pajak menyusun dan menyampaikan laporan berkala
tahunan, semester, tijwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;

keuangan;

Kinerja;

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana kerja;
akuntabilitas;

pelaksanaan kegiatan.

~0 000

Pasal 57

|

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Pelayanan Pajak mengembangkan sistem
pengendalian internal. - | o
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 58

~engawasan terhadap Dinas Pelayanan Pajak dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara:
b. Inspektorat:

C. Aparat pemeriksa intemnal pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai beraku

a. Keputusan Gubemur Nomor 29 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
dan |



lundangkan di Jakarta
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D. Keputusan Gubemur Nornor 329 Tahun .2002 tentang Penetapan Wilayah

Kerja Suku Dinas Pendapatan Daerzh Kotamadya di Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta:

dicabut dan dinyatakan tidak berigku.

Pasal 60

Peraturan ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. |

Ditetapkan di Jakarta
- Pada tanggal 2 April 2009.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
- IBUKOTA JAKARTA,

ada tanggal & April 2009

EKRETARIS DAERAH PROVINS] DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA.

.2

=RITA DAERAH PROVINS] DAERAH KHUS

AHUN 540

MUHAYAT ,
NIP 050012362 '

US IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 135
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Lampiran: Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
- ibukota Jakarta

Nomor 34 Tahun 2009
Tamgel 2 April 2009
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